
 
 

 
 

 

 

 

BUPATI BUTON UTARA 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

 

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 

NOMOR 7 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG 

STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BUTON UTARA, 

 

Menimbang  : a. bahwa penetapan besaran standar harga satuan barang 

dan jasa diperlukan dengan tetap menyesuaikan pada 

perkembangan keadaan dan kondisi harga pasar yang 

berlaku pada setiap saat; 

b. bahwa sehubungan adanya penyesuaian kembali standar 

harga satuan barang dan jasa terhadap perkembangan 

keadaan dan kondisi harga pasar, Peraturan Bupati 

Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan 

Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022, perlu diubah; 

c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian 

hukum terhadap perubahan atas Peraturan Bupati      

Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan 

Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas 

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar 

Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022; 

 

 

SALINAN 



 
 

 
 

Mengingat      : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Buton Utara  di Provinsi 

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia            

Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4690);      

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9           

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia          

Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          

Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27         

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12     

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia          

Tahun 2021 Nomor 63);  

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita   

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80         

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018          

Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016         

Nomor 547); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020             

Nomor  1781); 

11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 4); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021             

Nomor 658); 

13. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar 

Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 

(Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 

Nomor 33); 

 



 
 

 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG 

STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA TAHUN 

ANGGARAN 2022. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang 

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah 

Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 33), khususnya dalam Lampiran 

diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan dalam Lampiran I angka 1 pada Honorarium Tenaga Ahli/ 

Narasumber/Instruktur kode 9.1.2.24.01.01.001.0052, kode 

9.1.2.24.01.01.001.00525 dan kode 9.1.2.24.01.01.001.00634 diubah, 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

9.1.2.24.01.01.001.00523 Jasa Tenaga 

Ahli 

Ahli Pratama (S1) 

Pengalaman 1 

tahun 

Orang/ 

Bulan 

12.000.000 

9.1.2.24.01.01.001.00525 Jasa Tenaga 

Ahli 

Ahli Pratama (S1) 

Pengalaman 3 
tahun 

Orang/ 

Bulan 

16.750.000 

9.1.2.24.01.01.001.00634 Jasa Tenaga 
Ahli 

Ahli Pratama (S1) 
Pengalaman 2 

tahun 

Orang/ 
Bulan 

14.000.000 

 

2. Ketentuan dalam Lampiran I angka 1 pada Honorarium Pegawai 

Honorer/Tidak Tetap Kategori Umum kode 9.1.2.26.02.01.001.00112 

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

9.1.2.26.02.01.001.00112 Honorarium P3K 

dengan 
tambahan tugas 

khusus/staf 

tata usaha 
Sekda/asisten 

khusus tim 

pendamping 
hukum/tenaga 

ahli fraksi 

DPRD/kelompok 

pakar/tim ahli 
alat 

kelengkapan 

DPRD  

Tenaga/staf 

pada Kantor 
Bupati, tenaga 

ahli fraksi 

DPRD/kelompok 
pakar/tim ahli 

alat kelengkapan 

DPRD 

Orang/ 

Bulan 

2.500.000 

 
 

 



 
 

 
 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku 

surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton 

Utara. 

 

 

Ditetapkan di Buranga 

pada tanggal 22-2-2022 

 

BUPATI BUTON UTARA, 

 

                         ttd 

 

MUH. RIDWAN ZAKARIAH 

 

Diundangkan di Buranga 

pada tanggal 22-2-2022 

 

     SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN BUTON UTARA, 

 

                   ttd 

 

    MUH. HARDHY MUSLIM 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2022 NOMOR 7  

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum, 
 

 

 
LA ODE MARDAN MAHFUDZ 

NIP 19800714 200903 1 007 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


